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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mendukung penguatan dan 

pemajuan budaya, desa adat dan subak atau kearifan lokal yang ada di 

Provinsi Bali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 

Tentang Provinsi Bali yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus 

menjadi fasilitator untuk mendukung penguatan pemajuan budaya, desa 

adat dan subak. Dalam hal mendukung penguatan pemajuan budaya, 

Pemerintah Daerah Provinsi Bali mendapatkan bantuan pendanaan oleh 

Pemerintah Pusat yang wajib digunakan untuk memajukan dan 

menguatkan kebudayaan Bali yang ada. Desa adat sebagai benteng dari 

kearifan lokal yang ada di Bali harus dikuatkan keberadaannya. 

Pemerintah Daerah Provinsi Bali setelah mendapatkan bantuan pendanaan 

dari Pemerintah Pusat berkewajiban untuk menguatkan dan memajukan 

desa adat yang berfungsi sebagai benteng dari pada kearifan lokal agar 

keberadaan desa adat tidak pudar seiring dengan zaman dan selalu menjadi 

penjaga adat istiadat dan tradisi di Bali. Terakhir terkait dengan subak, 

Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib memberdayakan subak sebagai 
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salah satu warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Subak sebagai salah 

satu organisasi di bidang tata kelola air dan pertanian harus dimajukan dan 

dikuatkan kedudukannya sebagai penjaga pertanian di Bali dan sebagai 

distributor pangan di Bali. Dengan adanya peran dari Pemerintah Daerah 

melalui Pemerintah Pusat dalam bentuk dukungan pendanaan, maka subak 

dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan hasilnya akan 

menyejahterakan petani Bali.   

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali berdampak 

terhadap penguatan dan pemajuan budaya, desa adat, dan subak di Bali 

atau kearifan lokal yang ada di Bali. Dampak yang terjadi setelah Provinsi 

Bali menggunakan dasar hukum yang baru adalah adanya bentuk 

perhatian Pemerintah Pusat terhadap kearifan lokal yang ada di Provinsi 

Bali dalam bentuk pendanaan melalui APBN. Bantuan pendanaan ini 

dipergunakan untuk menguatkan dan memajukan kearifan lokal yang ada, 

seperti bantuan pendanaan penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali 

secara luas. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat 

untuk melindungi dan memperkuat budaya Bali. Selain itu, Undang-

Undang ini juga mengakui secara resmi lembaga pemerintahan desa adat 

sebagai bagian dari kearifan lokal Bali. Hal ini memungkinkan desa adat 

mendapatkan pendanaan yang memadai untuk menjalankan tugas dan 

fungsi mereka, serta menjaga keberadaan dan kelestarian desa adat. 

Undang-Undang ini juga akan mengakomodir subak agar seluruh petani-
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petani yang ada di Bali kedudukannya semakin kuat dan memajukan 

petani Bali. Hal ini bertujuan agar subak dapat berperan sebagai 

distributor pangan bagi masyarakat Bali dan mendukung sektor pariwisata 

di Bali. 

B. Saran 

Beberapa saran dalam penulisan skripsi dengan judul Peran Pemerintah 

Daerah Provinsi Bali Dalam Penguatan Pemajuan Budaya, Desa Adat Dan Subak 

Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi 

Bali 

1. Pemerintah Daerah harus merevisi segala Peraturan Daerah yang berkaitan 

dengan Budaya, Desa Adat dan Subak dengan menggunakan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2023 sebagai acuan dan payung hukum, sehingga 

dengan nantinya kearifan lokal yang ada di Bali dapat dengan mudah 

dimajukan dan dikuatkan secara hukum. Pemerintah Daerah Provinsi Bali 

harus  mengambangkan program konkret yang bertujuan untuk memajukan 

kearifan lokal Bali. Kebijakan dan program kongkret yang harus 

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali adalah menggali 

kebudayaan-kebudayaan yang sebelumnya belum muncul di masyarakat 

yang memiliki potensi sebagai objek pariwisata. Pemerintah Daerah 

Provinsi Bali wajib mengembangkan 5 kegiatan seni budaya monumental 

yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 
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Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali, yaitu Pesta Kesenian 

Bali (PKB), Festival Seni Bali Jani (FSBJ), Bali World Culture Celebration 

(BWCC), Jantra Kebudayaan Bali (JKB), dan Bulan Bahasa Bali (BBB). 

Serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib menyejahterakan masyarakat 

yang bergerak di bidang kebudayaan, seni, pariwisata, pertanian atau 

masyarakat yang bekerja dalam bidang kearifan lokal, sehingga Undang-

Undang ini berpihak kepada seluruh masyarakat Bali. 

2. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu memastikan penggunaan 

bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan 

kebudayaan Bali secara efisien dan transparan. Efisien dalam arti tidak 

menggunakan anggaran secara berlebihan dan transparan dalam arti segala 

jenis bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap penguatan dan pemajuan 

kearifan lokal di Bali harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat 

(publik). Segala bentuk dampak positif yang dirasakan dengan adanya 

penguatan dan pemajuan budaya, desa adat dan subak harus dirasakan oleh 

masyarakat Bali dan segala bentuk dampak negatif harus diperbaiki oleh 

masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali. 
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